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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

A. Latar Belakang 

 

Dalam hukum pidana terdapat perbuatan yang disebut pidana, 

pertanggungjawaban pidana, serta pemidanaan. Konsep pertanggungjawaban 

dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran 

kesalahan (mens rea). Pertanggungjawaban merupakan tindak pidana dalam 

hukum. Penjahat menyadari dua jenis kesalahan: normatif dan psikologis. 

Sehubungan dengan itu, KUHP (selanjutnya disebut KUHP) mengatur dalam Pasal 

44 bahwa bentuknya tidak terbatas dari kemampuan individu untuk memikul 

tanggung jawab. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern, banyak faktor 

yang menentukan kemampuan dalam aspek dari pertimbangan. Mengambil 

tanggung jawab.1 

Pertanggungjawaban pidana tidak lepas dari pembahasan tindak pidana 

yang erat kaitannya dengan delik yang dilaksanakan. Individu yang melaksanakan 

kejahatan hanya mampu dihukum jika pelakunya terbukti bertanggung jawab atas 

perbuatannya. KUHP tidak menjelaskan yang tepat tentang apa artinya menjadi 

seorang kriminal. KUHP memberikan pengecualian bagi mereka yang tidak dapat 

menuntut pertanggungjawaban pidana hanya jika 

 

 

 

 

 
 

1 Anak agung ayu sinta permata, Pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan terhadap 

pelaku pedofilia dalam hukum pidana Indonesia, Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 6 

Nomor 1 Tahun 2017, hlm 24. Diakses pada 

https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/24692 

 

 

 

1 
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mereka melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 44 KUHP. Jiwanya tidak 

dihukum jika pertumbuhannya terganggu atau jiwanya terganggu oleh penyakit.2 

Adanya delik berdasarkan hukum pidana tergantung pada tiga syarat : 

kapabilitas pelaku untuk mengambil tanggung jawab dengan terdapatnya tort ialah 

perilaku psikologis pelaku dalam kaitannya dengan perilakunya ialah sikap sengaja, 

lalai dan tidak didasarkan dengan alasan pengecualian tanggung jawab pidana 

pabrikan. Pada teori ini memiliki beberapa persyaratan pertanggungjawaban 

pidana dengan membuktikan kesalahan pelaku yang melanggar hukum, dan dapat 

diketahui   bahwa   pelaku ialah   seorang yang memiliki kapabilitas untuk: 

dipertanggungjawabkan secara pidana, dalam kasus ini status pelaku bukanlah 

status orang yang tidak dapat dipidana sesuai dengan aturan Pasal 44 (1) KUHP 

Federasi Rusia. KUHP Federasi Rusia, Pasal 49 KUHP Federasi Rusia. KUHP 

Federasi Rusia, Pasal 50 KUHP Federasi Rusia dan Pasal 51 KUHP Federasi Rusia. 

Kegiatan pembangunan di Indonesia terus mengalami peningkatan, maka 

dari itu semakin meningkat juga keperluan akan tersedianya dana, yang sebagian 

besar diperoleh melalui kegiatan perkreditan. Karena pentingnya kegiatan 

perkreditan tersebut maka munculah suatu Lembaga hak jaminan. Jaminan ialah 

suatu indikator penting dalam memberikan pinjaman, termasuk seperti jaminan 

kebendaan. Suatu jaminan materil dari hukum substantif adalah jaminan fidusia. 

jaminan fidusia diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-undang 

Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia (yang selanjutnya 

 
 

2 Median dwi raharjo, Pertanggungjawaban pidana dalam pengalihan objek jaminan 

fidusia tanpa persetujuam penerima fidusia, Jurnal Ius Poenale Volume 1 Tahun 2020, hlm 124. 

Diakses pada https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/ip/article/view/2050 
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akan disebut sebagai Undang-Undang Jaminan Fidusia). 3 hukum materiil yang 

diatur dalam Jilid 2 Undang-undang Perdata, dan hukum kontrak dan hukum 

properti termasuk dalam hukum kontrak yang ditetapkan. Dalam Jilid 3 

KUHPerdata. “Semua perjanjian yang dibuat secara sah menurut hukum berlaku 

bagi para pihak dalam kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata.” 

Para pihak dalam kontrak sepakat bahwa kontrak tunduk pada persyaratan hukum 

kontrak sebagaimana pada Pasal 1320 KUH Perdata diatur, kesepakatan antara 

orang-orang yang mengikatkan diri, kemampuan untuk mencapai kesepakatan, hal 

tertentu, dan alasan yang sah. Pembuatan kontrak oleh para pihak harus beritikad 

baik sesuai dengan Pasal 1338 (3) KUH Perdata. 

Sebagaimana kesepakatan jaminan fidusia baik Kreditur (penerima fidusia) 

& Debitur (pemberi fidusia) harus menjalankan isi kesepakatan agunan fidusia 

secara patut & pantas. Istilah “itikad baik” terdapat di aturan benda, dimana itikad 

baik sangat diharapkan pada suatu interaksi aturan & sebagai dasar bagi kepastian 

aturan, baik dalam ketika mengadakan perjanjian juga saat menjalankan perjanjian, 

nir lain dibanding perilaku mental insan yg sifatnya subyektif, namun pengukuran 

itikad baik dapat secara objektif.4 Kreditur mendapat perlindungan hukum yang 

menjadi prioritas jaminan fidusia, karena sifat jaminan fidusia yang mengalihkan 

hak milik dari debitur kepada kreditur dalam suatu titipan, meskipun secara hukum 

telah berpindah harta benda kepada fidusia. Namun, pokok dari jaminan perwalian 

 

 

3 Tan Kamelo, Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan yang Didambakan, Cet ke-1 

Edisi Pertama, Jakarta: PT.Alumni, 2006, hlm.2. 
4 Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, Edisi Revisi, Bandung: 

PT.Alumni, 2010, hlm.40. 
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itu berada di bawah penguasaan debitur. Hal ini dimaksudkan agar debitur 

mempunyai itikad buruk untuk mengalihkan tujuan jaminan fidusia kepada orang 

lain untuk kepentingannya sendiri. 

Perjanjian jaminan fidusia ialah sebagian dari hukum perdata namun upaya 

dalam memberi perlindungan hukm kepada pihak yang bersangkutan untuk 

melaksanakan jaminan fidusia yang memiliki sikap baik dikarnakan perjanjian 

fidusia objek yang berada dipenguasaan debitur, kemudian ada kemungkinan 

terjadinya pengalihan objek jaminan fidusia untuk pihak ketiga, maka dari itu 

Undang-Undang (UU) mengatur ketentuan pidana dan denda. Dengan adanya 

Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF) dengan sesuai asas hukum “Lex Specialis 

Degorat Legi Generalis” dimana dalam kitab hukum pidana, hukum pidana tidak 

diberlakukannya tindakkan pidana yang berhubungan dengan fidusia karena dalam 

pasal 372 KUHP dan pasal 378 KUHP mengenai secara khusus aturan penipuan di 

pasal 36 dan35 UUJF. Pasal 36 UUJF menyatakan “ketika pemberian fidusia 

menjaulkan, menyewakan atau mengalihkan suatu benda yang menjadikan seperti 

maskud dari pasal 23 ayat 2 yang dilaksanakan tanpa adanya kesekapatan yang 

ditulis sebelumnya dari penerima fidusia akan diadakan dengan pidana penajara 

dua tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000.” 

Pertanggungjawaban pidana timbul berdasarkan dari kesalahan praktsi 

dalam menyerahkan barang jaminan fidusia, termasuk kesengajaan ataupun 

kelalaian. Kesengajaan ialah salah satu aspek penting pada rumusan pasal 36 UU 

jaminan fidusia yang dianggap sebagai tindak pidana, maka kesengajaan itu masuk 

kedalam aspek lain yang berupa tindak pidana, lalu apakah kesengajaan dapat 
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dikatakan termasuk dalam unsur lain yang masuk dalam suatu perbuatan yang di 

uraikan didalamnya, maka perlu dibuktikan. Kesadaran terjadi karena adanya 

kemauan kesadaran dan dapat dilakukan Tindakan pengalihan objek jaminan 

fidusia, yang dikaitan berdasarkan dengan bukti yang ada bahwa Tindakan tersebut 

disengaja, diinginkan, serta mengandung makna mengetahui 

Dalam prakteknya masih banyak pihak yang mengonversikan objek 

jaminan fidusia tanpa sdiketahui oleh kreditur.5 Beberapa contoh kasus yang terjadi 

terdapat dalam Putusan Nomor 352/Pid.B/2017/PN Cjr dan Putusan Nomor 

13/Pid.Sus/2018/PN.Tgl. Berdasarkan Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Tgl 

bahwa terdakwa Dukri Diantoro Bin Muto bersalah melakukan tindak pidana 

Jaminan Fidusia sebagaimana diancam dan diatur di Pasal 36 UU RI Nomor 42 

Tahun 1999. Bahwa dalam perjalanan pembayaran terdakwa Dukri Diantoro 

(kreditur/ Pemberi Fidusia) tiadanya persetujuan secara tertulis dari PT. Bintang 

Mandiri Finance (Kreditur/ Penerima Fidusia) yang melakukan perbuatan sepihak 

berupa pengalihan objek jaminan fidusia tanpa adanya pengetahuan kreditur. 

Dalam putusan ini dijatuhkan hukuman pidana kepada pelaku dengan hukuman 

penjara selama 3 (tiga) bulan 

Serta dalam Putusan Nomor 352/Pid.B/2017/PN Cjr mengemukakan 

bahwa pelaku Endang Rustandi terbukti bersalah melakukan delik Mengalihkan, 

menggadaikan, atau menganti benda yang menjadi objek jaminan fidusia 

berdasarkan Pasal 23 ayat 2 dilaksanakan tanpa adanya persetujuan tertulis 

terdahulu dari penerima fidusia. pada Tanggal 28 Januari 2017 sekira Jam 19.00 

 
5 Putusan Nomor 352/Pid.B/2017/PN Cjr dan Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Tgl. 
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Wib di BTN Pasir sembung blok A Rt 05 Rw 11 Desa Sirnagalih Kecamatan Cilaku 

Kabupaten Cianjur terdakwa tanpa ijin tertulis dari PT Adira dinamika multi 

finance selaku penerima fidusia menyerahkan obyek jaminan fidusia yaitu 1 unit 

kendaraan roda empat merk daihatsu terios warna hitam metalik B2483TC tahun 

2007 nomor rangka MHKG2CJ1J7K001072 nomor mesin DAC9077 an Edi 

Suprani Sebawih,SE kepada sdr Asep Hadi. Dalam putusan tersebut dijatuhkan 

pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana 

denda sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) . 

Berdasarkan contoh kasus diatas dapat disebut sebagai praktek pengalihan 

objek jaminan fidusia banyak terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik 

untuk menulis mengenai “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU 

PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA SEPENGETAHUAN 

KREDITUR” 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, Adapun pembahasan rumusan masalah 

dalam skripsi ini adalah: 

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku pengalihan objek 

jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur berdasarkan Putusan Nomor 

352/Pid.B/2017/PN Cjr dan Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Tgl 

2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kreditur berdasarkan 

pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 352/Pid.B/2017/PN Cjr dan 

Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Tgl 
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C. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

 

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku pengalihan objek 

jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur berdasarkan Putusan Nomor 

352/Pid.B/2017/PN Cjr dan Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Tgl. 

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap debitur berdasarkan 

pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 352/Pid.B/2017/PN Cjr dan 

Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Tgl. 

D. Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

 

1. Manfaat Teoritis 

 

Penelitian ini secara teoritis diharapkan memberi manfaat untuk 

menjelaskan dan menguraikan mengenai pertanggungjawaban pidana 

pelaku pengalihan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur. 

2. Manfaat Praktis 

 

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi pedoman masyarakat 

untuk mengerti mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku pengalihan 

objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur. 

 
E. Ruang Lingkup 

 
 

Untuk memastikan bahwa karangan itu padu dan tidak menyimpang dari 

pokok bahasan penelitian, maka penulis membatasi pembahasan pada hal-hal 

sebagai berikut: pertanggungjawaban pelaku pidana pengalihan obyek jaminan 
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fidusia tanpa sepengetahuan kreditur serta perlindungan yang diberikan kepada 

pihak debitur. 

 
F. Kerangka Teori Dan Konsep 

 
 

1. Teori Pembuktian 

 
 

Pada dasarnya pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian 

dalam perkara perdata. Dalam perkara pidana pembuktian memiliki tujuan 

untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran sejati (sesungguhnya). 

Sedangkan pembuktian dalam perkara perdata memiliki tujuan untuk mencari 

kebenaran formil, yaitu hakim tidak boleh melewati batas-batas permintaan 

diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari 

kebenaran formal cukup membuktikan dengan “preponderance of evidence”, 

sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka 

peristiwanya harus terbukti (beyond reasonable doubt). Apabila dilihat dari 

aspek teori, terdapat 4 (empat) teori pembuktian, yaitu: 

 

1. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (positive wetteljik 

bewijstheorie). 

2. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (conviction intime). 

 

3. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (conviction 

raisonnee). 

4. Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (negatief 

wettellijk bewijs theotrie). 
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2. Teori Pertanggungjawaban Pidana 

 
 

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini 

menganut asas kesalahan sebagai asas yang terpisah dari asas legalitas. 

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu proses yang diawali dengan 

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh si pelaku dan diakhiri dengan 

kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, pidana pertanggungjawaban 

terjadi karena adanya kesalahan yang mengakibatkan seseorang melakukan 

tindak pidana, dan adanya norma-norma pengendalian tindak pidana itu. 

Roeslan Saleh berpendapat bahwa ketika membahas pertanggungjawaban 

pidana, tidak ada yang bisa lepas dari salah satu dari dua masalah yang harus 

dilihat melalui kacamata filsafat. Salah satunya adalah keadilan, dan diskusi 

tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kejelasan konteks lebih 

lanjut.6 

 

Akuntabilitas merupakan respon terhadap hukum pidana sebagai suatu 

pertanyaan, yang tidak dapat dipisahkan dari filosofi keadilan sebagai suatu 

pertanyaan. Tidak ada perbuatan melawan hukum yang termasuk dalam 

pengertian akta. Akuntabilitas untuk hal-hal. Istilah “tindak pidana” hanya 

mengacu pada tindakan pelarangan. Apakah orang yang melakukan perbuatan 

itu juga dipidana, tergantung apakah ia melakukan perbuatan itu salah atau 

 

 

 

 

 

6 Roeslan Saleh. Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta:Ghalia 

Indonesia. 2002. Hlm. 10 
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tidak. Jelas, jika orang yang melakukan perbuatan itu melakukan kesalahan, 

dia akan dihukum. 

Akuntabilitas dalam arti pidana identik dengan “teorekenbaardheid” atau 

“criminal responsibility”, yang berakibat pada pemidanaan. Terdakwa yang 

dimaksud  dengan memutuskan adalah  seseorang yang 

mempertanggungjawabkan suatu perbuatan atau kejahatan yang terjadi atau 

tidak. Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP yang Baru dibentuk bahwa 

“pidana pertanggungjawaban adalah melanjutkan pemeriksaan obyektif atas 

tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.” secara 

subyektif terhadap kepatuhan pembuat kata-kata dalam Konstitusi untuk dapat 

dituntut pidana karena  perbuatannya  itu. Sedangkan agar  ada 

pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum atau memakai sesuatu 

yang haram, harus ada unsur kesalahannya berupa kesengajaan atau kelalaian.7 

Istilah Pidana berasal dari bahasa hindu Jawa yang artinya “Hukuman, 

nestapa atau sedih hati” dalam bahasa Belanda disebut “straf”. Dipidana 

artinya dihukum, kepidanan artinya segala sesuatu yang bersifat tidak baik, 

jahat, pemidanaan artinya penghukuman. Menurut Hilman Hadikusuma, 

hukum pidana diartikan sebagai “segala peraturan yang memuat perintah dan 

larangan dengan maksud menjatuhkan hukuman (ancaman) kepada yang 

melanggarnya”8 Sedangkan menurut Moeljatno, Hukum Pidana adalah bagian 

 

 

 

 

7 Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, 

Jakarta:Raja Grafindo, 1996, hlm 11 
8 Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, Alumni, Bandung, 1992. hlm 114 
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dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang memuat asas-asas 

dan kaidah-kaidah dasar untuk:9 

 

a) Menentukan perilaku mana yang boleh dan mana yang dilarang, diikuti 

dengan ancaman atau konsekuensi berupa pertanggungjawaban pidana 

atas barang-barang yang melanggar larangan tersebut. 

b) Memastikan kapan dan bagaimana menghadapi orang-orang yang 

melanggar larangan-larangan yang dapat mengakibatkan 

dikenakannya atau dijatuhi hukuman sebagai penjahat, sebagaimana 

yang telah diancam. 

c)  Menentukan cara sanksi pidana yang dapat dijatuhkan jika seseorang 

diduga melanggar larangan tersebut. 

 

Dalam hukum pidana, istilah "tanggung jawab" digunakan, dalam bahasa 

Belanda digunakan istilah "toerekenbaarheid", dalam bahasa Inggris, istilah 

"criminal responsibility" atau "criminalliability" digunakan. Roeslan Saleh 

menyebutnya “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno 

menyebutnya “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”. Beberapa ahli 

hukum sering menyebutnya “pertanggungjawaban pidana”. Pada segi falsafah 

hukum, konsep liability biasa dikenal dengan pertanggungjawaban. Roscoe 

pound mengemukakan “use simple word liability for the situation whereby one 

may exact legaly and other is legaly subjeced to the excaxtion” Pound 

mengartikan pertanggung jawaban pidana sebagai sesuatu kewajiban untuk 

 
9 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm 1 
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membayar balas dendam yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah 

dirugikan10 Dia juga percaya bahwa tanggung jawab harus diterapkan tidak 

hanya untuk masalah hukum, tetapi juga untuk masalah cita-cita moral atau 

kesusilaan yang ada dalam komunitas tertentu. 

Rancangan pertanggungjawaban pidana benar-benar menimbulkan 

pertanyaan tentang lebih dari sekedar undang-undang, itu juga menimbulkan 

pertanyaan tentang cita-cita moral atau kesusilaan yang biasanya dipilih oleh 

publik atau kelompok dalam masyarakat, Hal ini dilakukan untuk memastikan 

bahwa pertanggungjawaban pidana mencapai keadilan.11 

Pidana pertanggungjawaban adalah suatu konsep yang mengacu pada 

penentuan apakah seorang tersangka atau terdakwa bertanggung jawab atas 

suatu perbuatan atau kejahatan yang terjadi. Dengan kata lain, 

pertanggungjawaban pidana mengambil bentuk definitif apakah seseorang 

dibebaskan atau dihukum. Menurut Roeslan Saleh, adalah penjahat yang 

bertanggung jawab jika terus menghadapi kecaman obyektif atas tindakannya 

sebagai penjahat dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapt dipidana 

karena perbuatannya itu.12 

 
3. Teori Perlindungan Hukum 

 

 

 

 

 

 

10 Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2000, Hlm. 

65 
11 Hanafi, Mahrus, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama, Jakarta, 

Rajawali Pers, 2015, hlm 16 
12 Roeslan saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan 

Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 33 
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Tujuan memiliki hukum publik adalah untuk mengintegrasikan dan 

menyelaraskan kepentingan bersama yang bertentangan. Dengan demikian, 

peraturan perundang-undangan harus mampu memasukkannya sedemikian 

rupa sehingga konflik kepentingan dapat diminimalkan. Istilah "hukum" juga 

dapat disebut sebagai “legal atau law” dalam bahasa Inggris. Pembicaraan 

tentang hukum tidak melibatkan pengenaan batasan yang pasti terhadap 

maknanya, karena sebagaimana dikemukakan Immanuel Kant, menangkap 

atau makna hukum tetap merupakan pekerjaan yang sulit karena luasnya ruang 

dan ragam sektor di mana hukum itu berada. 

KBBI mendefinisikan "hukum" dalam bahasa Indonesia sebagai "peraturan 

atau adat istiadat yang dianggap mengikat oleh pejabat, ditegaskan oleh 

penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk 

mengatur kehidupan perkumpulan masyarakat, patokan atau aturan tentang 

kejadian alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditentukan oleh 

hakim di pengadilan, atau putusan.” Menurut R. Soeroso, SH, hukum adalah 

“peraturan yang dibuat oleh penguasa dengan tujuan mengatur kehidupan 

masyarakat dengan norma-norma dan larangan-larangan yang khas, serta 

mempunyai daya pembeda dan akibat yang menjatuhkan bagi yang 

melanggarnya”. Menurut definisi Mochtar Kusumaatmadja, hukum yang 

dapat diterima harus tidak hanya melihat hukum sebagai kumpulan aturan dan 

konsep yang mengatur keberadaan manusia dalam masyarakat, tetapi juga 

harus mengintegrasikan lembaga atau lembaga di seluruh proses legislatif. 

Menurut JCT Simorangkir, SH, dan Woerjono Sastroranoto, hukum adalah 
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“kumpulan undang-undang yang berfungsi sebagai undang-undang yang 

memutuskan dalam tuntutan manusia dalam masyarakat lingkungannya, yang 

dihasilkan oleh organisasi pemerintah.” Menurut Soedjono Dirdjosisworo, ada 

delapan penafsiran tentang penetapan undang-undang tersebut dan lebih 

khusus lagi, hukum dalam arti pejabat, hukum dalam arti penguasa, hukum 

dalam arti tindakan, hukum dalam arti sikap, hukum dalam arti sistem aturan, 

hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam 

arti jalinan nilai, dan hukum dalam arti disiplin hukum. 

Berbagai penafsiran hukum dari sudut pandang Soedjono Dirdjosisworo 

menegaskan bahwa “hukum lebih dari sekedar hukum yang tertulis dan 

dilaksanakan selama dipahami oleh masyarakat luas.” Undang-undang, 

bagaimanapun, juga berlaku untuk hal-hal nyata yang sudah menjadi bagian 

dari masyarakat terkait. 13 Dalam Hal memahami hukum, ada rancangan 

undang-undang konstruksi. Ada tiga bentuk hukum konstruksi yang berbeda, 

yaitu hukum konstruksi dengan metode dan hukum konstruksi tanpa metode. 

Di antara peraturan perundang-undangan tersebut, masing-masing disertai 

dengan contoh atau masalah yang dialami. Kedua, dengan mengesahkan 

undang-undang yang dibatasi, proses penafsiran undang-undang melalui 

peraturan perundang-undangan dibatasi pada dunia nyata. Ketiga, memperluas 

undang-undang konstruksi, yaitu membaca undang-undang konstruksi 

 

 

 

 

 

13 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2008, hlm 25-43. 
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sedemikian rupa sehingga makna yang dituju meningkat agar suatu masalah 

terjebak dalam peraturan perundang-undangan tertentu. 

Hans Kelsen berpendapat bahwa “hukum adalah pengetahuan normatif, 

bukan pengetahuan alam” 14 Lanjutan Menurut Hans Kelsen, perundang- 

undangan adalah “suatu metode sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.” 

Dalam bahasa Inggris, frasa "protection" disebut sebagai perlindungan. KBBI 

mendefinisikan perlindungan sebagai "suatu proses atau perilaku yang 

melindungi", sedangkan Black's Law Dictionary mendefinisikannya sebagai 

"the act of protecting".15 

Menurut Fitzgerald, sebagaimana dijelaskan oleh Satjipto Raharjo, asal 

muasal teori kemunculan undang-undang perlindungan bersumber dari teori 

hukum alam atau hukum aliran. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles 

(murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Hukum alam, menurut aliran 

hukum, menunjukkan bahwa hukum dimulai dengan Tuhan, yang bersifat 

universal dan abadi, dan bahwa hukum dan moralitas terkait erat. Penganut 

aliran ini perspektif tentang hukum dan moral sebagai refleksi dan prinsip- 

prinsip yang diperoleh melalui hukum dan moralitas dari pengalaman manusia 

yang diwujudkan.16 

Fitzgerald mendefinisikan teori perlindungan Hukum Salmond mencoba 

untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan publik, 

karena ketika satu item tumpang tindih dengan yang lain, melindungi 

 

14 Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta: 

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006, hlm 12. 
15 Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, ninth edition, St. paul: West, 2009, hlm 1343 
16 Satjipto Raharjo,Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2000, hlm 53 
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kepentingan tertentu memerlukan pembatasan kepentingan yang beragam 

pada yang lain. Hukum kepentingan berkaitan dengan hak asasi manusia dan 

kepentingan, sehingga memiliki otoritas paling besar dalam menentukan 

kepentingan manusia mana yang harus diatur dan dilindungi. Undang-undang 

perlindungan harus berjalan secara bertahap, dimulai dengan undang-undang 

sementara dan diakhiri dengan semua undang-undang pengaturan yang dibuat 

oleh masyarakat, yang terutama merupakan kesepakatan antara publik dan 

untuk mengatur perilaku terkait. Antara anggota masyarakat dan antar 

manusia. 

Menurut Satjipto Rahardjo, tujuan dari undang-undang perlindungan 

adalah untuk menawarkan tempat berlindung bagi orang-orang fundamental 

yang tidak bersalah yang telah dirugikan oleh orang lain dan untuk menjamin 

keamanan masyarakat sehingga mereka dapat menggunakan semua hak 

hukum mereka. 17 Padahal, di bawah Undang-Undang Perlindungan Kansil 

CST, pihak berwenang harus membuat langkah-langkah berbeda untuk 

memberikan pengertian keamanan, baik mental maupun fisik, terhadap 

gangguan dan ancaman lain dari pihak manapun 18 Menurut Philipus M. 

Hadjon, hukum perlindungan adalah tindakan yang dilakukan untuk 

melindungi atau membantu subjek hukum melalui penggunaan perangkat 

peraturan perundang-undangan 19 Hukum perlindungan adalah komponen 

 

 

17 ibid 
18 C.S.T. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, 

Jakarta, hlm 102. 
19 Philipus M. Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada 

University Press, Yogyakarta, hlm 10. 
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negara hukum yang diakui secara luas. Pada hakekatnya perlindungan dalam 

hukum diklasifikasikan menjadi dua yaitu preventif dan punitif. 

 
G. Metode Penelitian 

 
 

1. Jenis Penelitian 

 
 

Jenis penelitian yang dilakukan saat menulis esai ialah studi tentang prinsip- 

prinsip hukum dan etika. Kajian metodologis hukum normatif menerapkan 

kerangka sistematis terhadap kajian normatif hukum. Pendekatan normatif 

hukum menitikberatkan pada norma dan peraturan yang mengatur hukum 

yang berlaku.20 Penelitian normatif yuridis kadang-kadang digunakan secara 

sinonim dengan "studi literatur" atau "studi dokumen". Sebagai studi pustaka 

atau studi dokumen, Anda dapat melakukan pemeriksaan lebih mendalam 

tentang apa pun dengan menggunakan bahan sekunder dari perpustakaan. 

 
 

2. Pendekatan Penelitian 

 

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

 

Penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan legislasi ini. Hal ini 

dicapai dengan pemahaman yang komprehensif dari semua undang- 

undang yang relevan dalam terang skenario saat ini. Cara perundang- 

undangan ini dapat digunakan untuk menentukan keserasian Undang- 

Undang Dasar dengan undang-undang yang lain, atau keserasian suatu 

 

20 Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, Metodologi penelitian hukum sebagai instrument 

mengurai permasalahan hukum kontemporer, Jurnal Gema Keadilan, Volume 7 Tahun 2020, hlm 

24. Diakses pada https://scholar.google.com/citations?user=GTtn6NAAAAAJ&hl=id 



18 
 

 

 

 

undang-undang dengan undang-undang yang lain. Penulis menggunakan 

pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) yang dipadukan 

dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat check and balance, 

yang meliputi KUHP dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia. 

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

 

Pendekatan konseptual (conceptual approach) adalah metode kajian hukum 

yang memberikan cara pandang terhadap analisis dan penyelesaian masalah 

hukum baik dari segi aspek maupun konsep hukum yang 

melatarbelakanginya, atau bahkan dari nilai-nilai yang terkandung di 

dalamnya. normalisasi konsep yang digunakan. Pendekatan Ketika 

dihadapkan pada suatu kesulitan yang lengkap, hukum yang akan ditantang, 

konsep sangat penting bagi pemahaman yang ada terhadap suatu pandangan 

atau semakin banyak doktrin yang banyak mengetahui hukum dapat menjadi 

landasan untuk menciptakan sesuatu argumentasi hukum. Pandangan atau 

doktrin akan membenarkan posisi dengan menawarkan definisi hukum yang 

relevan, konsep hukum, atau prinsip hukum yang berlaku. Merawat suatu 

masalah. Penulis menggunakan pendekatan konseptual dalam karya ini 

dengan melakukan penelitian dan pengumpulan informasi tentang doktrin, 

asas, dan gagasan terkait yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana yang 

mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur. 

c. Pendekatan kasus (case approach) 
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Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus- 

kasus yang berkaitan dengan isu-isu yang sedang di hadapi. Kasus itu dapat 

berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. 

 
 

3. Sumber Bahan Hukum 

 

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa data 

yang terdiri dari : 

a. Bahan Hukum Primer 

 

1. Undang-Undang Dasar 1945 

 

2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

 

3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

 

4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 

 

5. Putusan Nomor 352/Pid.B/2017/PN Cjr 

 

6. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Tgl 

 

 
b. Bahan Hukum Sekunder 

 

Sumber hukum sekunder berupa dokumen atau bahan hukum yang 

menjelaskan bahan hukum pokok seperti buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, 

dan makalah yang relevan dengan pembahasan. 

c. Bahan Hukum Tersier 
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21 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 

2011, hlm 21 

 

 

 

 

Hukum tersier digambarkan sebagai peraturan perundang-undangan yang 

memerintahkan dan memperjelas hukum dasar dan hukum sekunder, seperti 

kamus dan ensiklopedi. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
 

Teknik pengumpulan hukum bahan adalah pendekatan yang disengaja 

untuk memperoleh sesuatu yang berkaitan dengan hukum bahan untuk 

melakukan penyelidikan. Teknik ini cocok untuk konten yang terkait dengan 

penelitian, seperti dokumen penelitian atau daftar pustaka. Dokumen 

penelitian adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk memperoleh 

informasi tentang suatu bahan hukum dengan menggunakan strategi analisis 

21 

isi untuk mencari bahan hukum tertulis Teknik ini digunakan untuk 
 

memperoleh teori dasar melalui kajian dan pemahaman terhadap buku-buku, 

peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, dan arsip, serta hasil 

cetakan baik lainnya, daripada melalui penggunaan elektronik yang terkait 

dengan jaminan objek pelaku kejahatan. fidusia tanpa sepengetahuan kreditur 

akuntabilitas. 

 
 

5. Teknik Analisis Data 

 

Fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian disusun dan dievaluasi 

secara kualitatif, kemudian informasi   tersebut dideskripsikan secara 



21 

22 Mukti Fajar., dan Yulianto Achmad., Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan empiris. 

Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010, hlm 182 

 

 

 

 

deskriptif untuk menghasilkan gambaran yang jelas dan bertujuan untuk 

memperbaiki masalah yang diteliti.22 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

 

Teknik penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode 

deduktif atau segala sesuatu yang mengolah hukum komponen dengan 

metode deduktif, yaitu menguraikan sesuatu yang bersifat luas kemudian 

mempersempitnya menjadi suatu kesimpulan yang lebih spesifik. 
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